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ABSTRAK 

Renaldi Markus Larumpa, Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada 

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem 

Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel), Komisi 

Pembimbing Faissal Malik (Pembimbing I) dan Anshar (Pembimbing II). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis pengaturan saksi pelaku 

yang bekerjasama pada pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam sistem peradilan pidana indonesia, dan mengetahui dan menganilisis 

pertimbangan hakim dalam menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 

798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan 

menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk mengalisis 

bahan hukum primer berupa putusan pengadilan nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, 

dan UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama 2011.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama: dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia ketentuan mengenai keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama hanya 

pada tindak pidana khusus dan untuk jenis tindak pidana pembunuhan berencana 

tidak diatur secara jelas dalam UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan 

Peraturan Bersama 2011. Kemudian untuk kewenangan menetapkan status saksi 

pelaku yang bekerjasama tidak diatur secara jelas dan tegas lembaga mana yang 

berwenang dalam UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama 

2011. Kedua: bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo, menyatakan 

Terdakwa Eliezer layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama pada 

kasus pembunuhan berencana didasarkan pada penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 

Tahun 2014 baru kemudian syarat-syarat lain dalam Pasal 28 Ayat (2). Kemudian 

kewenangan menetapkan Majelis Hakim berdasarkan pada UU Kehakiman dan 

bukan pada UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama. 

Kemudian rumitnya pengungkapan kasus tindak pidana umum yang serius dan 

terorganisir (kasuistis), maka syarat-syarat mengenai jenis pidana diperluas pada 

tindak pidana umum dengan batasan-batasan yang ditentukan. Lalu kewenangan 

yang ditemukan adalah perluanya diatur lebih jelas bahwa penetapan saksi pelaku 

yang bekerjasama harus dilakukan satu lembaga sehingga ada keharmonisan antar 

lembaga penegak hukum dalam menangani saksi pelaku yang bekerjasama dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia. 
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